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MOTTO 

 

َــفَ مَ َنَ كَ َنَ مَ  َــالن َوَ َالَ ـــــــلمــ َاَب َرَ خَ تَ ــــــ ب َسَ ـــــ  

فَ َََ
 
َدَ الأَوَ َلَ ــــــعَ ل َاَب َـ نَرَ  ــــــفَ َم َن اَ ب   

“Barangsiapa yang berbangga-bangga dengan harta kekayaan dan 

nasabnya, maka kebanggaan kami hanyalah dengan ilmu dan budi pekerti 

yang mulia” 

-Abu Al-‘Atāhiyah (211H)- 
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ABSTRAK 
BMT berada pada risiko likuiditas yang sangat rentan karena karakteristik anggota atau 

nasabah pendanaan (simpanan) yang dominan dari sektor usaha mikro-kecil, dimana prilaku 

usahanya masih erat hubungannya dengan prilaku ekonomi keluarga. Hal ini tentu akan 

menimbulkan risiko likuiditas yang tinggi bagi BMT. Keberadaan PBMT Ventura sebagai penguat 

likuiditas sangat membantu permasalahan tersebut, namun posisi PBMT Ventura dalam LKMS 

dan pola kerjasama antara PBMT Ventura dengan BMT mitra nya harus dikaji lebih lanjut, untuk 

mengatahui apakah pola perjanjian tersebut sudah dapat melindungi kepentingan kedua belah 

pihak secara berimbang. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang menggunakan data primer dan 

sekunder. Objek dalam penelitian ini adalah PBMT Ventura dan BMT Alfa Dinar Karanganyar. 

Adapun responden dari penelitian ini adalah Pimpinan dan Direksi PBMT Ventura serta Dewan 

Pengurus BMT Alfa Dinar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif dan analisis datanya menggunakan metode diduktif induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama Posisi PBMT Ventura dalam sistem 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah jika ditinjau dari struktur hukum maka PBMT Ventura berada 

dibawah naungan OJK, Kementrian Koperasi, DSN-MUI, Dewan Pengawas Syari’ah, dan PBMT 

Indonesia. Jika ditinjau dari substansi hukum maka yang menjadi landasan berdirinya PBMT 

Ventura adalah segala UU terkait Perusahaan Modal Ventura dan UU terkait BMT, khususnya UU 

Koperasi No 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat 2, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah No 30/PER/M.UKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Tekhnis Perkuatan Permodalan 

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Lembaga Keuangan dengan Penyediaan Modal Awal 

dan Pendanaan melalui Modal Ventura, UU No 1 Tahun 2013 Pasal 14 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro, UU No 9  Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 

1997 tentang Kemitraan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Sedangkan jika ditinjau dari budaya hukum, 

PBMT Ventura telah menciptakan budaya hukum pembiayaan modal ventura yang baik 

diantaranya pola pengawasan dan pembinaan yang dilakukan PBMT Ventura secara aktif kepada 

BMT mitranya, PBMT Ventura berusaha memenuhi rukun dan syarat sah akad syari’ah dalam 

perjanjian yang dilakukan, PBMT Ventura menitikberatkan analisis permohonan pembiayaan 

bukan hanya pada kemampuan bayar dan jaminan namun juga berdasarkan analisis usaha yang 

menjadikan pembiayaan sarat dengan nilai investasi dan bukan utang piutang, dan keberadaan 

avalist bukan hanya sebagai penjamin dalam perjanjian, namun juga merupakan salah satu upaya 

PBMT Ventura berkenaan dengan akad mudharabah muqayyadah yang tidak mewajibkan adanya 

jaminan. Dengan keberadaan PBMT Ventura, LKMS dapat semakin meneguhkan perannya 

memperkuat perekonomian nasional karena semakin banyak UMKM yang mendapat saluran 

permodalan dan pembiayaan, sehingga tenaga kerja terserap semakin baik, pengangguran 

berkurang, stabilitas ekonomi terjaga, dan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. 

Kedua, pola kerjasama (akad) antara PT. Permodalan BMT Ventura dengan BMT Alfa Dinar 

Karanganyar sudah dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak secara berimbang. 

Kewajiban-kewajiban yang diterapkan kepada pihak Alfa Dinar dikarenakan akad pembiayaan 

antara keduanya merupakan akad yang high risk. Namun, kompensai berupa hak dan manfaat yang 

dirasakan oleh BMT Alfa Dinar juga sebanding dengan kewajiban yang harus ia penuhi. 

Kata Kunci : PBMT Ventura, likuiditas, pola kerjasama. 
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18  ‘ain ‘ koma terbaik di atas 

19  ghain g ge 

20  fā’ f ef 

21  qāf q qi 

22  kāf k ka 
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2  ditulis ‘iddah 
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dikehendaki lafal aslinya). 
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Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

ditulis karāmah al-auliyā’ 

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

ditulis zakātul fiṭri 

D. Vokal Pendek 

_______ kasrah ditulis i 

_______ fathah ditulis a 

_______ dhammah ditulis u 
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fathah + alif ditulis a 

 ditulis jāhiliyyah 

fathah + ya’ mati ditulis a 

ditulis yas’ā 
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ditulis karīm 
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ditulis furūd 
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fathah + ya’ mati ditulis ai 
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ditulis qaulun 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

ditulis a‘antum 
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ditulis la’in syakartum 
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a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

ditulis al-Qura‘ān 
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ditulis as-Samā’ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi bangsa selalu membutuhkan eksistensi lembaga 

keuangan. Dengan keberadaan lembaga keuangan, masyarakat dapat 

mengembangkan usaha atau memanfaatkan sebagai wadah investasi, untuk 

kemudian investasi tersebut dimanfaatkan lembaga keuangan kembali untuk 

menghidupkan kegiatan usaha yang lain. Memanfaatkan lembaga keuangan secara 

optimal berarti menumbuhkembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ke 

arah yang yang lebih baik. Namun, akses pembiayaan dalam lembaga keuangan 

bank tidak selamanya mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat 

penggerak ekonomi mikro mencari sumber dana pada lembaga keuangan mikro 

(LKM) yang lebih fleksibel.  

 Salah satu model LKM yang berkembang pesat adalah LKM Syari’ah atau 

biasa disebut baitu al māl wa at-tamwīl (selanjutnya disebut BMT). BMT 

dianggap dapat menjembatani kebutuhan UMKM secara lebih aman dan 

menentramkan karena dijalankan dengan prinsip kerjasama berdasarkan akad-

akad syari’ah. Namun, sebagai lembaga yang berkontribusi cukup besar dalam 

perekonomian nasional dengan perannya menghidupkan UMKM, bukan berarti 

BMT bebas dari permasalahan. Masalah klasik yang dihadapi BMT adalah 

terbatasnya akses terhadap perbankan sebagai salah satu sumber permodalan 

terpenting. Selain itu, BMT juga berada pada risiko likuiditas yang sangat rentan 

karena karakteristik anggota atau nasabah pendanaan (simpanan) yang dominan 
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dari sektor usaha mikro-kecil, dimana prilaku usahanya masih erat hubungannya 

dengan prilaku ekonomi keluarga. Masyarakat usaha mikro-kecil relatif memiliki 

perilaku yang homogen dalam pengelolaan dana mereka. Misalnya karena tahun 

ajaran baru atau hari besar keagamaan banyak anggota yang menarik dana mereka 

dari BMT secara bersamaan, hal ini tentu akan menimbulkan risiko likuiditas 

yang tinggi bagi BMT.
1
  

Berangkat dari kebutuhan tersebut, PBMT Indonesia telah mendirikan dan 

mengoperasionalkan sebuah badan usaha yang antara lain bertujuan memelihara 

dan memperkuat permodalan dan likuiditas lembaga keuangan mikro syariah yaitu 

PT.Permodalan BMT Ventura (selanjutnya PBMT Ventura). Seperti yang sudah 

berjalan, kesulitan likuiditas BMT dominan diatasi oleh pemilik BMT (42,81 

persen). Selain itu pihak yang membantu kebutuhan likuiditas ini adalah BMT 

lain melalui asosiasi lokal (23,64 persen) dan pinjaman dari bank syariah (11,50 

persen). Sementara itu, peran pemerintah sejauh ini masih dirasakan minim, hanya 

sebesar 3,19 persen. Khusus untuk BMT di Jawa Tengah, selama ini asosiasi 

lokal, Puskopsyah Jawa Tengah telah memainkan peran dengan baik sebagai 

pihak yang membantu kebutuhan likuiditas BMT (40,24 persen). Dana yang 

Puskopsyah Jawa Tengah miliki pada dasarnya merupakan iuran dari para anggota 

(BMT).
2
  

Secara umum, PBMT Ventura melakukan pelayanan jasa keuangan bagi 

usaha mikro kecil dan menengah melalui jaringan BMT. Di awal berdirinya, yaitu 

                                                           
1
 Ali Sakti, “Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT, Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & 

Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro”, Jurnal al-Muzara’ah, Vol. I, No. 1, 

2013, hlm 11. 
2
 Ibid. 
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di tahun 2007, PBMT Ventura berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar 

Rp3.576.710.198,00 (Tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta, tujuh ratus 

sepuluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dan pada akhir tahun 2014, 

PBMT Ventura telah berhasil menyalurkan pembiayaan hingga 

Rp181.817.459.114,00 (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh 

belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah).
3
 

Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan PBMT Ventura sangat 

strategis sehingga BMT lain dapat sangat terbantu dalam menangani masalah 

yang berkaitan dengan modal ataupun penguatan likuiditas. PBMT Ventura juga 

berdiri sebagai lembaga linkage, yang menyalurkan pembiayaan dari pihak ketiga 

(perbankan atau investor) dimana selama ini baik perbankan maupun investor 

kesulitan mendapatkan data tentang BMT yang standard dan layak untuk 

mendapatkan pembiayaan.  

Oleh karenanya, kajian kelembagaan PBMT Ventura sangat menarik untuk 

dilakukan. Begitu pula dengan akad perjanjian dalam penyaluran bantuan 

likuiditas yang tergolong high risk. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak 

yaitu antara PBMT Ventura dengan BMT mitra harus dapat melindungi 

kepentingan keduanya secara berimbang. Dimana sebagai perusahaan lender of 

last resort, PBMT Ventura juga memiliki kewajiban untuk menghindar dari 

wanprestasi, dan di sisi lain, BMT juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan 

dana bantuan likuiditas tersebut, walaupun BMT tersebut sedang berada pada 

kondisi yang rush.  

                                                           
3
Budi Rahardjo, “PBMT Ventura” dalam, https://www.slideshare.net/boedybralink/pbmt-ventura-

70596024, diakses tanggal 15 Maret 2017. 
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Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti PBMT Ventura dalam sistem 

Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Indonesia, dan juga mengenai akad 

kerjasama antara PBMT Ventura dengan BMT mitranya, sehingga kedua belah 

pihak dapat merasakan keuntungan atas dasar simbiosis mutualisme karena 

kepentingan keduanya dilindungi secara berimbang. Selain itu, sepanjang 

pengetahuan penulis belum banyak penelitian yang membahas mengenai hal 

tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

 Demi mencapai hasil penelitian yang fokus dan terarah, penulis membatasi 

objek kajian penelitian ini yaitu pola perjanjian kerjasama (akad) yang dilakukan 

PBMT Ventura dengan BMT mitranya, dalam hal ini BMT mitra yang dimaksud 

adalah BMT Alfa Dinar Karanganyar dengan pertimbangan bahwa BMT Alfa 

Dinar Karanganyar telah cukup lama melakukan kerjasama dengan PBMT 

Ventura. 

 Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana posisi PBMT Ventura dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah di Indonesia? 

2. Apakah pola kerjasama (akad) antara PT. Permodalan BMT Ventura 

dengan BMT Alfa Dinar Karanganyar sudah melindungi kepentingan 

kedua belah pihak secara berimbang? 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 

dua hal, yaitu teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini 

adalah:  

1. Mengetahui posisi PBMT Ventura dalam sistem LKMS di Indonesia. 

2. Mengetahui pola perjanjian kerja sama usaha yang dilakukan PBMT Ventura 

dengan BMT Alfa Dinar Karanganyar. 

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini dapat diformulasikan dalam 

hal-hal berikut: 

1. Menambah pengetahuan mengenai Perusahaan Ventura Syari’ah. 

2. Menambah wawasan tentang PBMT Ventura. 

3. Referensi tentang Perusahaan Ventura bagi Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah. 

4. Masukkan positif bagi Pemerintah dalam penyusunan rencana strategis 

mengenai pengembangan regulasi bagi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di 

Indonesia. 

D. Kajian Pustaka 

 Beberapa penelitian yang berkaitan dengan hubungan perusahaan ventura 

dengan lembaga keuangan mikro serta penelitian mengenai manajemen likuiditas 

oleh BMT sudah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Penggunaan Dana 

Modal Ventura oleh UKM (Studi Kasus pada PT. Sarana Jateng Ventura) 
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merupakan tesis dari Universitas Diponegoro yang ditulis oleh Rilanto Arifin 

(2005). Penelitian ini menjelaskan bahwa modal ventura sebagai salah satu 

sumber pendanaan usaha yang relatif baru memiliki permasalahan-permasalahan, 

misalnya rendahnya intensitas penggunaan modal. Pendirian perusahaan modal 

ventura bertujuan untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan, khususnya 

bagi UKM, sehingga iklim usaha di Indonesa semakin kondusif. Rendahanya 

minat UKM untuk menggunakan modal ventura sebagai sumber pendanaan perlu 

mendapat perhatian dari berbagai pihak, khususnya bagi perusahaan modal 

ventura dan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pendapatan 

usaha dan karakteristik pola pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun sebab objek 

analisanya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas penggunaan dana 

modal ventura oleh UKM, sedang penulis lebih menitik beratkan kepada pola 

kerjasama antara PBMT Ventura dengan BMT mitranya.. 

 Pembiayaan Modal Ventura bagi Usaha Agribisnis (Studi Kasus di Kota 

Tarakan) merupakan tesis dari Univesitas Gadjah Mada, ditulis oleh Fadhillah 

Rauf (2007). Tesis ini memaparkan mengenai aspek hukum pembiayaan Modal 

Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) di Kota Tarakan. Ia 

menjelaskan bahwasanya Perjanjian yang dilakukan PT. Sarana Kaltim Ventura 

dengan PPU di Kota Tarakan dilakukan dalam bentuk pinjaman dan bukan dalam 

bentuk investasi, sedang fasilitas dana yang diberikan PT. Sarana Kaltim Ventura 

kepada PPU merupakan hutang jangka pendek. Imbalan jasa ditetapkan bukan 

dengan sistem bagi hasil tetapi dihitung berdasarkan bunga harian flat pertahun 
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serta risiko dibebankan sepenuhnya kepada PPU. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang akan penulis susun karena memiliki objek kajian yang berbeda 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan.  

Aspek Yuridis Pola Kemitraan antara Pengusaha Kecil dengan 

Perusahaan Modal Ventura Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil 

merupakan skripsi yang ditulis oleh oleh Irsan Ciputra (2014) dari Universitas 

Sumatera Utara Medan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa unsur-unsur 

dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara lembaga pembiayaan modal 

dengan perusahaan yang dibiayainya di Indonesia seperti lembaga pembiayaan, 

perusahaan modal ventura, dan UKM berpedoman pada PerPres Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Lembaga Pembiayaan, PerMenKeu Nomor 18/PMK.010/2012 

tentang Perusahaan Modal Ventura, dan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UKM, 

serta beberapa ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait. Persoalan utama bagi 

UMKM adalah modal, manajemen, dan teknologi. Adapun kriteria legal atas 

Perusahaan Pasangan Usaha haruslah berbadan hukum. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang akan penulis susun sebab fokus utama dalam penelitian ini 

adalah aspek yuridis atas pola kemitraan pengusaha kecil dengan Perusahaan 

Modal Ventura. 

 Analisis Kegiatan Modal Ventura Antara Perusahaan Modal Ventura dan 

Perusahaan Pasangan Usahanya (Studi pada PT.Bahana Artha Ventura) yang 

ditulis oleh Nurana Sekar Lestari dan Aad Rusyad Nurdin (2014) merupakan 

jurnal lepas Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa 

pelaksanaan kegiatan modal ventura pada PT. Bahana Artha Ventura terdiri dari 
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penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan 

pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha terbagi dalam tiga skema 

yaitu modal kerja, investasi, dan pembiayaan modal ventura berjangka pendek. 

Hal-hal yang diatur dalam perjanjian antara PT.Bahana Artha Ventura dan PT.X 

merupakan bentuk pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha dengan 

skema investasi. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

susun jika dilihat dari fokus dan objek kajian penelitiannya. 

 Peran Perusahaan Modal Ventura Syariah dalam Mengembangkan 

UMKM (Studi pada PT.PNM Ventura Syari’ah) skripsi UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta yang ditulis oleh Dian Maryani (2015). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran perusahaan modal ventura dalam mengembangkan UMKM. 

Dengan methode Analytik Network Process (ANP) didapatkan hasil sebesar 24% 

utnuk kriteria prioritas produk, 19,3% untuk manajemen, dan 25,9% untuk 

peningkatan kualitas SDM. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang 

akan penulis susun karena merupakan jenis penelitian kuantitatif yang 

menjelaskan peran perusahaan modal ventura. 

 Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan manajemen likuiditas di 

BMT diantaranya : 

 Manajemen Risiko Likuiditas di BMT ABC Jawa Timur (2015) merupakan 

sebuah jurnal yang ditulis oleh Satria Agus Susilo dan Dina Fitrisia Septiarini, 

berkesimpulan bahwasannya dalam melakukan proses identifikasi risiko, BMT 

ABC Jawa Timur masih berpedoman kepada data historis dan didapatkan pola 

dari siklus tahunan yang ada. BMT ABC Jawa Timur menempatkan risiko 
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likuiditas berada pada kuadran 3 di mana frekuensi terjadinya kecil, namun 

dampak yang ditimbulkan besar. Dalam melakukan mitigasi risiko likuiditas, 

BMT ABC Jawa Timur memberikan perhatian lebih kepada langkah-langkah 

preventif agar risiko likuiditas bisa dihindari. Untuk melakukan pengawasan dan 

pengendalian risiko likuiditas, BMT ABC Jawa Timur mengadakan rapat rutin 

dengan seluruh jajarannya dan dibantu dengan teknologi informasi untuk bisa 

menjangkau semua cabangnya secara optimal dan efisien. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian penulis sebab hanya menginventarisir cara BMT ABC di Jawa 

Timur dalam menghindari resiko likuiditas, sedangkan penelitian penulis lebih 

menitik beratkan kepada pola kerjasama sebagai bentuk manajemen resiko 

likuiditas yang telah dilakukan pada objek penelitian. 

 Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah (Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara), sebuah jurnal dari Univesitas 

Islam Nahdatul Ulama Jepara yang ditulis oleh  Aan Zainul Anwar dan Edi Susilo 

(2015) memaparkan bahwasanya regulasi atau peraturan tentang manajemen 

risiko dan pengawasan pada lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum 

koperasi (BMT) masih minim serta masih sangat lemah, dan ini berbeda dari 

perbankan. BMT sebagai lembaga keuangan hanya mengandalkan pengaturan 

internal. Penelitian ini berkesimpulan bahwa manajemen risiko likuiditas di BMT 

Aman Utama Jepara dikelola secara tradisional oleh pengalaman sehari-hari dan 

juga kebutuhan anggota dalam siklus penarikan tabungan dan pengeluaran 

pembiayaan. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

susun, sebab fokus kajian dalam penelitian ini adalah penerapan manajemen 
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resiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara. Objek penelitian ini pun berbeda 

dengan penelitian yang akan penulis susun. 

Dari berbagai penelitian di atas, sejauh pengetahuan penulis, belum ada 

yang membahas mengenai posisi PBMT Ventura dalam Lembaga Keuangan 

Mikro Syari’ah dan pola kerjasama yang dilakukan oleh PBMT Ventura dengan 

BMT mitranya, maka menurut penulis penelitian ini penting untuk dilakukan. 

E. Kerangka Teoritik  

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 

 Banyak teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (stable), 

tetapi dia tidak boleh diam (still) atau kaku (rigid).
4
 Pernyataan ini 

mengindikasikan  bahwa hukum  haruslah dinamis dan  mengikuti perkembangan 

hidup manusia, namun hukum harus tetap mengandung unsur kepastian. Beberapa 

ahli telah mendifinisikan teori hukum diantaranya : 

a. Hans Kelsen. Menurutnya, teori hukum adalah ilmu pengetahuan 

mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. 

Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori 

hukum positif. Teori hukum murni, maksudnya karena ia hanya 

menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari 

segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, ia 

menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.
5
 

                                                           
4
 Munir Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum, cet.ke 2, (Jakarta: Kencana,2013), hlm 1 

5
 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, cet. ke-6, penerj. Raisul 

Mustaqim, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm 1 
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b. Lawrence M. Friedman mendefinisikan teori hukum sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara 

filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain.
6
  

c. John D. Finch menyebutkan teori hukum  yaitu sebuah studi yang meliputi 

karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan, yang sifatnya umum 

pada sutau sistem hukum yang bertujuan menganalisi unsur-unsur dasar 

yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-

peraturan lain.
7
 

d. Selanjutnya, seorang ahli hukum yang lain yaitu Van Apel-doorn 

memberikan  luas cakupan dari teori hukum sebagai pengertian-pengertian 

hukum, objek ilmu hukum, pembuat undang-undang, dan yurisprudensi, 

serta hubungan hukum dengan logika.
8
 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya 

teori hukum tidak hanya menjelaskan hukum secara konkrit, namun juga 

persoalan yang mendasar dari hukum tersebut. Salah satu teori hukum yang 

terkenal adalah teori sistem hukum yang merupakan buah pemikiran dari 

Lawrence M. Friedman.  

Menurut Friedman, pembahasan mengenai sistem hukum harus diawali 

dengan istilah sistem hukum  itu sendiri. Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah 

sebuah unit yang beroperasi  dengan batas-batas tertentu, artinya, sistem memiliki 

awal mula dan batasan akhir serta memiliki perbedaan dengan sistem lainnya. Ia 

                                                           
6
 Laurence M. Friedman,  Teori dan Filsafat Hukum:  Telaah Kritis Atas Teori Hukum, (Jakarta 

:PT RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 1 
7
 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm  87. 

8
 Ibid., hlm 91. 
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merupakan suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri 

dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana 

atau pola hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan 

hukum, memiliki definisi yang beragam jumlahnya, sesuai dengan penggunaan 

cara pandang yang berbeda-beda. Namun dalam sebuah sistem hukum, biasanya 

hukum  didefinisakan sebagai kumpulan norma-norma yang sakral. Namun ada 

pula yang melihat hukum sebagai peraturan atau  norma yang tidak selalu sakral.
9
 

Lebih lanjut, Friedman dalam bukunya yang berjudul American Law 

menyebutkan elemen-elemen dalam sistem hukum antara lain
10

: 

a. Struktur hukum (legal structure), menjelaskan bagaimana pranata hukum, 

aparatur hukum, dan sistem penegak hukum menjembatani sebuah sistem 

hukum yang baik.  

b. Substansi hukum (legal substance), merupakan salah satu elemen dalam 

sistem hukum yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai 

berjalannya sebuah institusi hukum. 

c. Budaya hukum (legal culture), merupakan penekanan dari sisi budaya 

masyarakat secara umum terhadap hukum, kebiasaan-kebiasaan, opini-

opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial 

dalam masyarakat.  

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya sistem hukum 

bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-

pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan bagaimana lembaga 

                                                           
9
 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perpektif Ilmu Sosial, cet. ke -4, penerj. M. Khozim, 

(Bandung: Penerbit Nusa Media,2011), hlm 9. 
10

 Lawrence M. Friedman, American Law, (Canada: Penguin Books Canada Ltd, 1984), hlm 5-7. 
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tersebut menjalankan fungsinya. Struktur hukum juga menentukan bagaimana 

hukum tersebut akan dilaksanakan. Dan bila ditinjau dari dari substansinya, sistem 

hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah 

laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan  pola perilaku masyarakat dalam 

suatu sistem. Sedangkan bila ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada 

sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan 

ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Semakin 

tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. 

Maka dari itu, kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum. 

Untuk lebih mendalami inti pemikiran dari teori Friedman, ia 

menggunakan analogi yang menggambarkan keberkaitan antara ketiga elemen 

dalam sistem hukum tersebut, yaitu dengan mengibaratkan struktur hukum 

sebagai sebuah  mesin, dimana mesin tersebut bisa didapatkan dari sebuah pabrik 

yang bernama substansi hukum, dan budaya hukum adalah konsumen yang 

menggunakan mesin tersebut, yang akhirnya menentukan penggunaan mesin, 

apakah sesuai dengan petunjuk penggunaan yang telah ditetapkan pabrik atau 

tidak.
11

  

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Friedman tersebut diatas 

merupakan jiwa atau  ruh yang menggerakan hukum sebagai suatu sistem sosial 

yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Selama ini 

pandangan mengenai hukum cenderung menganggap hukum sebagai semacam 

                                                           
11

 Ibid., hlm 7 
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kehidupan sosial yang independen, sehingga terdapat fakta yang terabaikan 

dimana struktur dan peraturan suatu hukum yang telah tertulis sebagai peraturan 

atau undang-undang terkadang berbeda dengan kenyataan yang ada. Inilah 

pentingnya sistem hukum, dimana institusi-institusi hukum berelasi dengan 

masyarakat.  

2.  Teori Kontrak (Akad) 

 Teori-teori dalam kontrak, banyak diperkenalkan oleh para ilmuwan, baik 

ditinjau berdasarkan prestasi kedua belah pihak, formasi kontrak, maupun teori 

dasar klasik dan teori liberal. Menurut Roscoe Pound, berbagai teori kontrak 

berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak, diantaranya
12

: 

a. Teori Hasrat (Will Theory). Teori hasrat ini menekankan kepada 

pentingnya keinginan (will atau intend) dari pihak yang memberikan janji. 

Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku  dan substansi dari suatu kontrak 

diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu 

kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, 

akan tetapi apa yang mereka inginkan. 

b. Teori Tawar Menawar (Bargaining Theory). Teori ini merupakan 

perkembangan dari teori sama nilai (equivalent theory) dan sangat 

mendapat tempat dalam negara-negara yang menganut system Common 

Law. Teori sama nilai ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya  

mengikat sejauh apa yang dinegosiasikan (tawar menawar) dan kemudian 

disetujui oleh para pihak. 

                                                           
12

 Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti,2001), hlm.5-11 
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c. Teory sama nilai (Equivalent Theory). Teori ini mengajarkan bahwa suatu 

kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan 

prestasinya yang seimbang atau sama nilai (equivalent).  

d. Teori kepercayaan merugi (Injurious Reliance Theory). Teori ini 

mengajarkan bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang 

bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa 

janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena 

kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak 

terlaksana.  

Sedangkan empat teori yang mendasar berdasarkan formasi kontrak, 

diantaranya
13

: 

a. Teori kontrak de facto. Kontrak de facto (implied in-fact) dalah kontrak 

yang tidak pernah disebutkan dengan tegas tetapi ada dalam kenyataan, 

pada prinsipnya dapat diterima sebagai kontrak yang sempurna. 

b. Teori kontrak ekpresif. Bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan 

tegas (ekpresif) oleh para pihak baik dengan tertulis ataupun secara lisan, 

sejauh memenuhi syarat-syarat syahnya kontrak, dianggap sebagai ikatan 

yang sempurna bagi para pihak. 

c. Teori promissory estoppel. Disebut juga dengan detrimental reliance, 

dengan adanya persesuaian kehendak diantara pihak jika pihak lawan telah 

melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya 

yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak. 

                                                           
13

 Ibid. 



16 
 

 
 

d. Teori kontrak quasi (pura-pura). Disebut juga quasi contract atau implied 

in law, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka 

hukum dapat dianggap adanya kontrak diantara para pihak dengan 

berbagai konsekwensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak 

tersebut tidak pernah ada.  

Sebagaimana teori-teori tersebut, dalam kontrak/akad syari’ah juga dikenal 

beberapa teori. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, 

kontrak/akad dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu natural certainty 

contracts dan natural uncertainty contracts
14

.  

Natural certainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang 

memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu 

(timing). Cash Flow nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah 

disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-

kontrak ini secara sunatullah (by their nature) menawarkan return yang tetap dan 

pasti. Jadi sifatnya fixed and predetermined. Objek pertukarannya (baik barang 

maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya 

(quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of 

delievery). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli, upah 

mengupah, dan sewa menyewa. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang 

bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun financial 

assets). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri sendiri, sehingga tidak ada 

pertanggungan risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset A dengan aset B. 

                                                           
14
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Kontrak-kontrak natural certainty ini dapat diterangkan dengan sebuah teori 

umum yang diberi nama teori pertukaran (the theory of exchange).
15

 

 Sedangkan natural uncertainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis 

yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return) baik dari segi jumlah 

(amount) maupun waktu (timing). Tingkat return bisa positif, negative, ataupun 

nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-

kontrak investasi ini secara sunatullah (by their nature) tidak menawarkan return 

yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined. Dalam kontrak 

bisnis ini pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real 

assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung 

risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini keuntungan dan kerugian 

ditanggung bersama. Natural uncertainty contracts ini dapat diterangkan pula 

dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori percampuran (the theory of 

venture).
16

 

a.  Teori Pertukaran  

 Teori pertukaran terdiri dari dua pilar, yaitu objek pertukaran dan waktu 

pertukaran. Fiqih membedakan dua jenis objek pertukaran yaitu ‘ayn (real asset) 

berupa barang dan jasa dan dayn (financial assets). Sedangkan berkaitan dengan 

waktu pertukaran, Fiqih membedakan dua waktu pertukaran yaitu naqdan 

(immediate delievery) yang berarti penyerahan dilakukan saat itu juga dan ghairu 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Ibid., hlm 52. 
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naqdan (deferred delievery) yang berarti penyerahan kemudian. Dari segi objek 

pertukaran, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran, yaitu
17

: 

a. Pertukaran ‘ayn dengan ‘ayn.  

Dalam pertukaran ini, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga 

kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah 

(diperbolehkan). Namun bila jenisnya sama, fiqih membedakan antara real 

asset yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan real asset 

yang tidak dapat dibedakan mutunya. Satu-satunya kondisi yang 

memperbolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata 

tidak dapat dibedakan mutunya adalah sawa- bi sawa- (sama jumlahnya), 

mitslan bi mitslin (sama mutunya), yadan bi yadin (sama waktu 

penyerahannya).  

Di dalam hadist diberikan contoh barang-barang sejenis yang 

secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya, yaitu emas dengan 

emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan 

tepung, jagung dengan jagung, dan garam dengan garam. 

 Bagan 1 : Pertukaran 'Ayn bi 'Ayn 

 

                                                           
17

 Ibid. 

'Ayn bi 'Ayn 

Jenis Beda 

Jenis Sama 

Kualitas Sama 

Kualitas Beda 
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b. Pertukaran ‘ayn dengan dayn.  

Dalam pertukaran ‘ayn dengan dayn, maka yang dibedakan adalah 

jenis ‘ain-nya. Bila ‘ayn-nya adalah barang maka pertukaran ‘ayn dengan 

dayn itu disebut jual beli (al-ba’i). Sedangkan bila ‘ayn-nya adalah jasa, 

maka pertukaran itu disebut sewa menyewa atau upah mengupah (al-

ijarah). Dari segi metode pembayarannya, islam memperbolehkan jual beli 

dilakukan secara tunai (now for now), atau secara tangguh (deferred 

payment, bai’ muajjal), atau secara tangguh serah (deferred  delievery, 

ba’i salam). Jual beli tangguh serah dapat dibedakan lagi menjadi 

pembayaran lunas sekaligus di awal (ba’i salam) atau dilakukan secara 

cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (ba’i 

istishna’). Jual beli dapat dilakukan secara lazim tanpa si penjual 

menyebutkan keuntungannya. Namun dalam hal khusus, misalnya jual beli 

dilakukan secara murabahah maka si penjual menyebutkan 

keuntungannya.  

Bagan 2 : Pertukaran 'Ayn bi Dayn 

 

'Ayn bi 
Dayn  

Barang (Al-
Ba'i) 

Naqdan 

Salam 

Salam 

Istishna' 

Mu'ajjal 

Jasa (Al-
Ijarah) 

Ijarah 

ju'alah 
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c. Pertukaran dayn dengan dayn.  

Dalam pertukaran dayn dengan dayn, dibedakan antara dayn yang 

berupa uang dengan dayn yang tidak berupa uang (untuk kemudian disebut 

surat berharga). Pada saat ini, uang tidak lagi terbuat dari emas atau perak 

bahkan uang tidak lagi dikaitkan dengan nilainya dengan emas dan perak. 

Uang yang berlaku saat ini adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas 

dan uang logam. Yang membedakan uang dengan surat berharga adalah 

uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah sehingga setiap 

warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan 

akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi yang mau menerimanya.  

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang 

yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang 

sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat sawa- bi sawa- (same 

quantity) dan yadan bi yadin (same time of delievery). Sedangkan 

pertukaran uang yang tidak sejenis hanya diperbolehkan jika memenuhi 

syarat yadan bi yadin (same time of delievery). Pertukaran uang yang tidak 

sejenis disebut sharf (money changer). Misalnya pertukaran USD 1000 

dengan Rp 10.000,00 harus dilakukan penyerahannya pada saat yang 

sama. Inilah yang menjadi sebab pelarangan transaksi forward dan 

transaksi swap dalam pertukaran valuta asing. Sedangkan transaksi spot 

diperbolehkan, baik yang dilakukan di counter maupun yang dilakukan 

antar dua bank di dua lokasi yang berjauhan. Jual beli surat berharga pada 

dasarnya tidak diperbolehkan. Namun bila surat berharga dilihat lebih 
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rinci, maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu surat berharga yang 

merupakan representasi ‘ayn, dan surat berharga yang tidak merupakan 

representasi dari ‘ayn. 

Bagan 3 : Pertukaran Dayn bi Dayn 

 

Jika diikhtisarkan, maka teori pertukaran akan nampak seperti tabel di 

bawah ini: 

Bagan 4 : Ikhtisar Teori Pertukaran  

 

'Dayn bi Dayn  

Uang 

Jenis Sama 

Jenis Beda 

Non Uang  

Representasi dari 
'Ayn 

Bukan 
Representasi dari 

'Ayn 

'Ayn bi 'Ayn 

Jenis Beda 

Jenis Sama 

Kualitas 
Sama 

Kualitas 
Beda 
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 Skema di atas, dapat diringkas lagi ke dalam tabel di bawah ini
18

: 

Tabel 1: Ketentuan Teori Pertukaran 

Object Now for Now Now for deferred Deferred for 

deferred 

‘Ayn for ‘Ayn    

‘Ayn for Dayn    

‘Dayn for Dayn   
(kecuali sharf) 

  

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya semua 

pertukaran dayn for dayn diharamkan kecuali untuk sharf saja, begitu pula dengan 

semua transaksi deferred for deferred. Selain keduanya, semua transaksi 

pertukaran diperbolehkan. 

                                                           
18

 Ibid., hlm 60. 

'Ayn bi 
Dayn  

Barang (Al-
Ba'i) 

Naqdan 
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Jasa (Al-
Ijarah) 
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2. Teori Percampuran 

 Teori percampuran terdiri dari dua pilar yaitu objek percampuran dan 

waktu percampuran. Objek percampuran dalam fiqih yaitu yang pertama adalah 

‘ayn (real asset) berupa barang dan jasa dan yang kedua adalah dayn (financial 

assets) berupa uang dan surat berharga. Waktu percampuran juga dibedakan ke 

dalam dua waktu yaitu naqdan (immadiatelly delievery) yaitu penyerahan saat itu 

juga dan ghairu naqdan (deferred delievery), yakni penyerahan kemudian.
19

 

Selanjutnya, dari segi objek percampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis 

percampuran, yaitu
20

: 

a. Percampuran ‘ayn dengan ‘ayn 

Percampuran antara ‘ayn dengan ‘ayn dapat terjadi misalnya pada 

kasus dimana ada seorang tukang kayu bekerjasama dengan seorang 

tukang batu untuk membangun sebuah rumah. Baik tukang kayu maupun 

tukang batu sama-sama menyumbangkan keahliannya dan mencampurkan 

jasa mereka berdua untuk membuat usaha bersama, yakni membuat rumah. 

Dalam kasus ini yang dicampurkan adalah‘ayn dengan ‘ayn. Bentuk 

percampuran seperti ini disebut syirkah abdan. 

b. Percampuran ‘ayn dengan dayn 

Percampuran antara ‘ayn dengan dayn  dapat mengambil beberapa 

bentuk, diantaranya adalah syirkah mudharabah dan syirkah wujuh. Dalam 

kasus ini, uang (financial assets) dicampurkan dengan jasa/keahlian (real 
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20
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assets). Hal ini terjadi ketika ada seorang pemilik modal yang bertindak 

sebagai penyandang dana dan memberikan kepada seseorang yang 

memiliki kecakapan dalam berbisnis.  

c. Percampuran dayn dengan dayn 

Percampuran dayn dengan dayn dapat mengambil beberapa bentuk 

pula. Bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah 

yang sama, maka hal ini disebut syirkah mufawadhah. Namun bila uang 

yang dicampurkan berbeda jumlahnya, maka hal ini disebut syirkah inan. 

Percampuran dayn dengan dayn dapat juga berupa kombinasi antar surat 

berharga misalnya saham PT.A digabungkan dengan saham PT.B. 

Sebagaimana dalam teori pertukaran, maka dalam teori percampuran dapat 

pula dilihat dari tabel di bawah ini untuk menentukan halal haramnya dalam 

bertransaksi
21

: 

Tabel 2: Ketentuan Teori Percampuran 

Object Now for Now Now for deferred Deferred for 

deferred 

‘Ayn for ‘Ayn    

‘Ayn for Dayn    

‘Dayn for Dayn    

 

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa semua transaksi 

tangguh serah (now for deferred dan deferred for deferred) diharamkan, 

sedangkan yang dihalalkan hanyalah transaksi yang dilakukan secara tunai. 

Berdasarkan pemaparan teori-teori dalam akad syari’ah di atas, maka 

sangat jelas perbedaan antara teori-teori dalam kontrak secara umum dan teori 
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dalam kontrak/akad syari’ah. Teori dalam kontrak/akad syari’ah diperlukan untuk 

memformulasikan sebuah akad yang sesuai dengan syari’ah ataupun 

mengevaluasi kontrak/akad yang baru ada disebabkan kompleknya kegiatan 

ekonomi pada saat ini. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan sebuah methode untuk menemukan kebenaran yang 

juga merupakan sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Penelitian meliputi 

pemberian definisi dan redifinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis 

atas jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya 

mengadakan pengujian yang hati-hati atas hipotesis.
22

Berikut adalah metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Metode dan Jenis Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan adanya metode. 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian riset lapangan (field 

research) yaitu mendapatkan hasil pengamatan lapangan secara 

langsung.
23

 Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu 

penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara 

kuantifikasi.
24

 Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan 

analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan 
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 Mohamad Nazir, Methode Penelitian, cet. ke-5 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 13. 
23

 Iqbal Hasan, Methode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 11. 
24

 M. Djunaidi Ghoniy, Methode Penelitian Kualitatif, cet. ke 2, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 
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dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa 

menggunakan logika ilmiah.
25

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, 

yaitu pendekatan yang dipakai dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidik.
26

 

3. Sumber Data dan Objek Riset 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yaitu sumber 

data primer dan sekunder.  

a. Sumber data primer menggunakan data yang diperoleh langsung dari 

sumber data di lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu di PBMT 

Ventura Equity Tower Lantai 27 Jl.Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 

12190 dan BMT Alfa Dinar Karanganyar Jl. Lawu Tegal Asri Bejen 

Karanganyar Jawa Tengah. 

b. Sumber data sekunder, yang diperoleh dari data atau informasi hasil 

penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan 

sebelumnya, dokumen publik dan catatan-catatan resmi (public 

documents and official records), bahan kepustakaan seperti buku-buku, 
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 Imam Gunawan, Methode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, Edisi 1, Cet. Ke 2, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2014), hlm 80. 
26
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literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian 

dengan penelitian yang dibahas.
27

 

Sedangkan objek riset dalam penelitian ini adalah kelembagaan 

PBMT Ventura secara utuh dan menyeluruh dan juga pola kerjasama yang 

dilakukannya dengan BMT Mitranya. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa tekhnik 

pengumpulan data, diantaranya:  

a. Observasi yaitu sebuah tekhnik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 

ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, peristiwa, waktu, tujuan, 

dan perasaan.
28

 

b. Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang 

atau lebih berhadapan secara fisik.
29

 

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Deduktif yaitu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya 

umum menuju hal yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat 
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Mahasatya, 2006),  hlm 231. 
28
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umum tersebut dijadikan atau titik tolak untuk menilai suatu kejadian 

yang khusus.
30

 

b. Induktif yaitu analisa yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian berdasarkan itu diambil 

kesimpulan yang bersifat umum.
31

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teorititk, metode penelitian, jenis penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai lembaga keuanagan mikro 

syari’ah (LKMS) yang terdiri dari pengertian LKMS, konsep akad dalam LKMS 

(BMT), dan asas-asas dalam akad syari’ah pada LKMS (BMT). Setelah itu, 

penulis ingin menjabarkan peraturan-peraturan yang mengatur LKMS (BMT) 

yang berisi peraturan kelembagaan dan peraturan operasional LKMS (BMT), dan 

yang terakhir mengenai kontrak bisnis dalam LKMS yang terdiri dari pengertian 

perjanjian kemitraan, akad-akad syari’ah dalam perjanjian kemitraan, 

keseimbangan dan proporsionalitas dalam kontrak, perjanjian baku, hukum 

jaminan, wanprestasi, keadaan memaksa, dan risiko. 

Bab ketiga membahas mengenai perusahaan modal ventura syari’ah dan 

perkembangannya di Indonesia yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama 

mengenai perusahaan modal ventura syari’ah yang berisi pengertian, karakteristik, 

                                                           
30
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dan dasar hukum dan perkembangan modal ventura syari’ah di Indonesia. Sub bab 

kedua membahas mengenai PT.Permodalan BMT Ventura, dan yang ketiga 

membahas mengenai hubungan kemitraan PBMT Ventura dengan BMT Alfa 

Dinar. 

 Bab keempat, berisi analisis dari rumusan masalah yaitu berkaitan dengan 

kelembagaan PBMT Ventura dan pola kerjasama PBMT Ventura dengan BMT 

Alfa Dinar. 

 Bab kelima, berisi mengenai kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran 

penulis untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Setelah mengadakan penelitian dan pemaparan mengenai penelitian ini, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Posisi PBMT Ventura dalam sistem LKMS di Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

a. Ditinjau dari struktur hukum (legal structure) 

Pranata hukum, aparatur hukum, dan sistem penegak hukum yang 

menaungi PBMT Ventura adalah OJK, Kementrian Koperasi, DSN-

MUI, Dewan Pengawas Syari’ah, dan PBMT Indonesia.  

b. Ditinjau dari substansi hukum (legal substance) 

Substansi hukum yang menjadi landasan berdirinya PBMT Ventura 

adalah segala UU terkait Perusahaan Modal Ventura dan UU terkait 

BMT, khususnya: 

i. UU Koperasi No 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat 2 

ii. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah No 30/PER/M.UKM/VIII/2007 tentang Petunjuk 

Tekhnis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil, dan 

Menengah dan Lembaga Keuangan dengan Penyediaan 

Modal Awal dan Pendanan melalui Modal Ventura 

iii. UU No 1 Tahun 2013 Pasal 14 tentang Lembaga Keuangan 

Mikro 
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iv. UU No 9  Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 

v. Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 

vi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 

tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. 

c. Ditinjau dari budaya hukum (legal culture) 

PBMT Ventura telah menciptakan budaya hukum pembiayaan modal 

ventura yang baik berdasarkan pada beberapa hal,diantaranya : 

i. Pola pengawasan dan pembinaan yang dilakukan PBMT 

Ventura secara aktif kepada BMT mitranya. 

ii. PBMT Ventura berusaha memenuhi rukun dan syarat sah 

akad syari’ah dalam perjanjian yang dilakukan.  

iii. PBMT Ventura menitikberatkan analisis permohonan 

pembiayaan bukan hanya pada kemampuan bayar dan 

keberadaan jaminan, namun juga aktif melakukan analisis 

usaha sehingga pembiayaan mudharabah muqayyadah ini 

sarat dengan nilai investasi, bukan hanya hutang piutang. 

iv. Keberadaan avalist bukan hanya sebagai penjamin dalam 

perjanjian, namun juga merupakan salah satu upaya PBMT 

Ventura berkenaan dengan akad mudharabah muqayyadah 

yang tidak mewajibkan adanya jaminan (kolateral).  

PBMT Ventura tidak memiliki kewajiban untuk membantu 

permasalahan likuiditas sebagaimana Bank Indonesia yang memiliki 

kewajiban menyalurkan bantuan likuiditas dalam lembaga keuangan Bank. 
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Namun, keberadaan PBMT Ventura dapat mengisi fungsi penguat 

likuiditas dalam LKMS yaitu sebagai lender of the last resort dimana saat 

ini belum ada yang dapat mengisi fungsi tersebut. Meskipun demikian, 

peran tersebut tidak bersifat mengikat. Artinya penyaluran dana dari 

PBMT Ventura dilakukan sesuai dengan permintaan pihak LKMS yang 

membutuhkan. 

Dengan keberadaan PBMT Ventura, LKMS dapat semakin 

meneguhkan perannya memperkuat perekonomian nasional karena 

semakin banyak UMKM yang mendapat saluran permodalan dan 

pembiayaan, sehingga tenaga kerja terserap semakin baik, pengangguran 

berkurang, stabilitas ekonomi terjaga, dan mengurangi kesenjangan yang 

ada di masyarakat. 

2. Pola kerjasama (akad) antara PBMT Ventura dan BMT Alfa Dinar 

Karanganyar sudah dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak 

secara berimbang. Kewajiban-kewajiban yang diterapkan kepada pihak 

Alfa Dinar dikarenakan akad pembiayaan antara keduanya merupakan 

akad yang high risk. Namun, kompensai berupa hak dan manfaat yang 

dirasakan oleh BMT Alfa Dinar juga sebanding dengan kewajiban yang 

harus ia penuhi. 

B. Saran 

PBMT Ventura merupakan salah satu perusahaan modal ventura syari’ah 

yang diharapkan dapat menjembatani kebutuhan keuangan syari’ah di masa yang 

akan datang. Bagi para pelaku kegiatan ekonomi kecil dan mikro, penelitian ini 
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diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perusahaan modal ventura 

syari’ah yang saat ini belum begitu familiar di Indonesia, dan juga sebagai 

informasi mengenai kegiatan permodalan dan pembiayaan yang dilakukan oleh 

PBMT Ventura. 

Adapun bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, penelitian ini 

diharapkan mampu mengimbangi regulasi-regulasi yang berkaitan dengan 

lembaga keuangan mikro syari’ah dan lembaga pembiayaan syari’ah non bank 

yang saat ini berjalan cukup pesat di Indonesia. 

Dan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperoleh data 

berkaitan dengan perkembangan LKMS (BMT) sebelum mendapatkan bantuan 

PBMT Ventura dan dibandingkan dengan keadaan LKMS (BMT) setelah 

memperoleh bantuan dari PBMT Ventura, untuk menjawab apakah peran PBMT 

Ventura sudah sangat signifikan terhadap perkembangan LKMS (BMT) di 

Indonesia. Selain itu, beberapa subsidiary PBMT Indonesia juga researchable dan 

menarik untuk dikaji lebih lanjut. 
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Keterangan Foto : 

Equity Tower merupakan komplek perkantoran mewah di kawasan Jakarta 

Selatan. Kantor PBMT Ventura berada di Equity Tower lantai 27.
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Keterangan Foto : 

Bersama Bapak Supri Hartono selaku Dewan Pengurus BMT Alfa Dinar 

Karanganyar
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